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Menimbang :

a. Bahwa asas penyelenggaran peradilan sederhana,

cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan
antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan
dapat terus menerus dikembangkan.

b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau

suatu perkembangan dapat menimbulkan
pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak
atau sekaligus massal dan orang banyak.

Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien
penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan
secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap
orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta,
dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila
diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau
bersama-sama dalam satu gugatan.

d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas

berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana



dimaksud dalam huruf ¢, dapat dilakukan
mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam
mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas
pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan
untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus
mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang
memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama.

e. Bahwa telah ada berbagai Undang-undang yang
mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok,
dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan
perwakilan kelompok, seperti Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindunagan konsumen, Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara
pemeriksaan, mengadili dan memutus gugatan yang
diajukan.

f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-
undangan dan dengan memperhatikan wewenang
Mahkamah Agung dalam mengatur acar a peradilan
yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-
undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan
kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan
memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang
perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah
Agung.

Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) staatsblaad
1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) staatsblaad 1927
Nomor 227, Pasal Il UUD 1945 sebagaimana telah
diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga
Tahun 2001. '

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentun-
ketentuan pokok  Kekusaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.



3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

4. Undang-undang Nomor 2 Taun 1986 tentang Peradilan
Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA TENTANG ACARA GUGATAN
PERWAKILAN KELOMPOK

Bab 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

a.

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan
gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri
dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya
banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara
wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. ,

Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita
kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili
kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;

Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah
banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili
oleh wakil kelompok di Pengadilan ;

Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke
dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan
berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis
kerugian;

Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh
Panitera atas Perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui
berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok
yang didefinisikan dalam surat gugatan.

Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis ysng
ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak
penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri
keluar.



g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok vyang telah

menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan
keputusan atas gugatan perwakilan kelompok dimaksud.

Bab III

Tata Cara Persyaratan
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan
Perwakilan Kelompok apabila :

a.

Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah
efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-
sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. .
Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar
hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat
kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan
anggota kelompoknya.

Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk
melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk
melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban
membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3

(1). Selain harus memenuhi persyaratn-persyaratan formal surat

gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang
berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :
Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa
menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam
kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun
anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidk
teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;



€.

Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan
beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan
tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;

Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi hrus dikemukakan
secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme
atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan
anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim
atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti
kerugian.

Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil
kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari
anggota kelompok.

(1)

2

®)

(4)

®)

Pasal 5
Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib
memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan
kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai
persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3.
Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.
Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan
perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu,
hakim memerinthkan penggugat mengajukan usulan model
pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
Apabila hakim memutuskn bahwa penggunaan tata cara
gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka
pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan
perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan
maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.



Bab III

Pemberitahuan

Pasal 7

(1) Cara pemneritahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan

melalui media cetak dn/atau elektronik, kantor-kantor pemerinth
seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau
secara langsung kepada anggota kelompok yanng bersangkutan
sepanjang yang dapat diidentifikasikan berdasarkan persetujuan
hakim,;

(2) Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para

a.

b.

penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok
pada tahap-tahap :

Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara
gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah:

Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika
gugatan dikabulkan;

(3).Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat

mekanisme pernyataan keluar.

(4). Pemberitahuan memuat :

a.

j.

Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat
sebgai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
Penjelasan singkat tentang kasus;

Penjelasn tentang pendefinisian kelompok;

Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota
kelompok;

Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yng
termasuk dalam definisi kelompok wuntuk keluar dari
keanggotaan kelompok ;

Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam
pemberitahun pernyatan keluar dapat diajukan ke pengadilan ;
Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan
pernyataan keluar;

Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan
tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan ;
Formulir isi tentang pernyataan keluar anggota kelompok
sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah
Agung ini ;

Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.



Bab IV
Pernyataan Keluar
Pasal 8

(1). Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok
berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan
menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi
formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan
Mahkamah Agung ini ;

(2).Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan
gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat

dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang
dimaksud.

Bab 'V
Pemberitahuan
Pasal 9

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan
jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau
subkelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi
dan langkah-langkh yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya
kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Bab VI
Ketentuan Penutup
Pasal 10
Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara

Perdata tetap berlaku, dismping ketentuan-ketentuan dalam PERMA
ini.



Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 April 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd
BAGIR MANAN

Lampiran 1

PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perdata melalui

mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri

Dengan Register Perkara Nomor................... Tanggal.....................
Yang ditujukan terhadap Tergugat :

Maka kuasa hukum Para Penggugat yang tergabung dalam

(nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam
persidangan awal pada tanggal................ dengan ini memberitahukan
kepada.................... (definisi nggota kelompok) sebagai berikut :

l.

Bahwa Gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian
atas............ (nama kasusnya).

Bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata
cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yng

selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili
kepentingan seluruh kelompok masyarakat....... .....(definisi
kelompok).



4 3

3.

|

Bahwa apabila saudara berkeinginan untuk bergabung dan
mengikatkan diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka
saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup
berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri ..................... akan berlaku serta
mengikat saudara.

Bahwa apabila saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin
bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud
sebagaimana No. 3 diatas maka Saudara dapat membuat
pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam
formulir terlampir.

1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri ............... cq Panitera
Pengganti ... beralamat di

JLo
2. Para Penggugat cq Kuasa Hukum .................. beralamat
AUl
Bahwa apabila saudara dalam jangka waktu .................. . tidak

memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota
kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan
Majelis Hakim dalam Perkara ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara
membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat

menghubungi Sdr/i ....................L di alamat



Formulir

PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR
DARI ANGGOT KELOMPOK
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
.................................................. (nama kasus)

Kepada Yth.

Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta................
Cq Panitera Pengganti Bpk/Ibu..............................
Para Penggugatcq Kuasa Hukum........................ ..

Yang bertanda tangan dibawah ini........................... beralamat
di................ anggota kelompok sebagaimana didefinisikan dalam
gugatan perkara No. ...............tanggal............................... ,

dengan ini saya menyatakan keluar dari anggota kelompok
sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan diatas. Dengan
pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala keputusan yang
diberikan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata ini.

............................. yevieeriieiiiieo.......(tempat dan tanggal)

(tanda tangan dan nama jelas)





